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EVALUASI PROSESPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT KEPENGHULUAN SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

M Syahrul Mubarok

Kata kunci : Evaluasi, inputs;process, outputs; outcemes

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat terlaksananya proses
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan
tanah putih kabupaten rokan hilir, serta hambatan-hambatan dalam pel aksanaanya.
Indikator penilaian proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat
kepenghuluan . sekeladi ~ meliputi, inputs, © process, uotputs, outcomes.
Tipepenelitianberlokasi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riauini adalah survey
deskriftif yaitu mempreoritaskan daftar kusioner sebagai aat pengumpulkan data
dan data terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk
menganalisis kondisi empiris dari objek tifitas keberadaan tujuan penelitian pada
lokasi penelitian. Terdapat 2 populasi dan sampel daam penelitian ini yaitu datuk
kepenghuluan sekeladi dam: jperangkat yang.diangkat dan diberhentikan di
kepenghuluan sekeladi pada bulan januari: 2017 yang berjumlah 8 orang. Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan teknik sensus untuk
perangkat yang diangkat dan diberhentikan di kepenghuluan sekeladi. Jenis dan
teknik pengumpulan deta terdiridari data primer dikumpulkan dengan teknik
daftar kusioner dan wawancara serta data sekunder mengunakan teknik observasi.
Sementara teknik analisis peneliti yang di pergunakan dengan bantuan frekuensi
Berdasarkanan analisis peneliti menyimpulkan bahwa proses pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih
kabupaten rokan hilir padainterval Cukup Terlaksana. Rekomendasi yang perlu di
pertimbangkan terutama mengenai proses pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan yang harus di perbaiki lagi agar proses
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan
tanah putih kabupaten rokan hilir dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme dan
prosedur pelaksaannya.
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EVALUATION OF THE RESTORATION AND TERMINATION OF THE
KEPENGHULUAN SEKELADI DISTRICT, TANAH PUTIH DISTRICT,
ROKAN HILIR DISTRICT

ABSTRACT
M _Syahrul Mubarok

Keywords: Evaluation, inputs, process, outputs, outcomes

This study ams to look at the level of implementation of the appointment
and dismissal of the first generation of devices in the sub-district of Tanah Putih,
downstream of Rokan Regency, as well as obstacles in its.implementation.
Assessment indicators for the process of appointing and dismissing the first
generation of devices include, inputs, processes, uotputs, outcomes. This research
is located in Rokan Hilir Regency, Riau Province, is a descriptive survey that
prioritizes questionnaires as a means of collecting data and data collected with this
tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions of
the objective objectives of research objectives at the research location. There are 2
populations and samples in this study, namely data for the first person and devices
that were appointed and dismissed at the beginning of the meeting in January
2017, which amounted to 8 people’ The sampling technique used in this study
uses census techniques for devices that are lifted and dismissed in the early days.
The types and techniques of data collection consisted of primary data collected by
questionnaire techniques and interviews with secondary data using observation
techniques. While the anaytical techniques of researchers used with the help of
frequency Based on this analysis the researchers concluded that the process of
appointing and dismissing deviees. beginning in a number of sub-districts of
Tanah Putih downstream a “intervals was sufficiently implemented.
Recommendations that need to be considered especially regarding the process of
implementing the appointment and dismissal of preliminary devices that must be
improved so that the process of appointing and dismissing the first generation of
devicesin the sub-district of Tanah Putih downstream district can be carried out in
accordance with the implementation mechanism and procedures.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-Republik Indonesia Sebagal Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan
kesempatan ‘dan keleluasankepada daerah”untuk, menyelenggarakan otonomi
daerah.Dalam pasal 18 Udang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian
daerah atas daerah besar dan daerah kecil bentuk dan susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang.

Negara adalah suatu bentuk organisasi dan sebagal suatu negara yang
sedang berkembang, Negara indonesia sedang giat-giatnya dalam melaksanakan
pembangunan dalam di segala sektor baik yang bersifat fisik-maupun non fisisk,
pembanguan nasiona ini di titik- beratkan. pada.-bidang ekonomi,politik, sosial
budaya dan bidang lainnya, yang menjadi prioritas adalah pembanguan. Dan salah
satu tujuan pembanguan Negara adalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan
dala pembanguanan indonesia. mhal ini juga teradapa dalam Undang-undang
1945 denia ke-4 yang berbunyi “mensejahterakan kehidupan umum?”, dan untuk
mendukung dari tujuan Negara.

Demi mencapai tujuan Negara maka disusunlah sistem pemerintahan
indonesia dimana ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana
yang diatur dalam pasal 10 Ayat 1 UndangiUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang
pemerintahan daerah.dalam kontek penyelengaraan pemerintah yang menjadi

urusanPemerintahan pusat adal ah:
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kemudian diakui oleh pemerintal ebagal kesatuan masyarakat hukum
adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan mampu untuk mengatur
perkehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer
Haar (dalam Hanif Nurcholis,pertumbuhan dan peyelengaraan pemerintahan
desa,2011,;16), masyarakat hokum adat memiliki tiga komponen yaitu :

1. Sekumpulan orang yang teratur;



2. Mempunyai lembaga yang bersifat gjeng dan tetap;

3. Memiliki kekuatan dan pengurus harta benda.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan. urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik IndonesiaUntuk itu di perlukan konsep sistem pelayanan publik yang
beris nilai ‘persepsi danyacuan prilaku yang“mampu mewujudkan hak asas
Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dilakukan oleh pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa (dalam hanif
nurcholis,2011:75) adalah organisasi pemerimtahan desa yang terdiri atas :

a Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa;

b. Unsur pembantu kepala desa (Penghulu), yang terdiri dari:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oeh
sekkretaris desa;

2) Unsur pelaksana desa, yaitu unsur pembantu kepala desa yang
melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti- urusan pengairan,
keagamaan, danlain-lain.

3) Unsur kewilayahan, " yaitu pembantu kepala desa diwilayah
kerjanya seperti kepala dusun (kadus)

Kepala desa (Penghulu) atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewgiban menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi

dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.



Peratuan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada BAB I|IPengangkatan

Peangkat Desa Bagian Kedua M ekanisme Pengangkatan Pasal 4 yang berbunyi :

(1) Pengangkatan: Perangkat «Desa dilaksanakan melalui.. mekanisme sebagai
berikut:

a

b.

C.

0.
h.

Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua,
seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

Kepala Desa melakukan: penjaringan: dan penyaringan calon Perangkat
Desa yang dilakukan oteh Tim;

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan baka calon Perangkat Desa
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sctelah jabatan perangkat desa
kosong atau diberhentikan;

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada
Cameat;

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan
K eputusan Kepal a Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

Dalam hal rekomendas Camat berisi penolakan, Kepala Desa mel akukan
penjaringan dan penyaringan kembalicalon Perangkat Desa

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenal tugas dan fungsi. Tim sebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Peratuan Mentri  Dalam Negeri - Nomor 83 . Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa. Pada BAB 111  Pemberhentian

Perangkat Desa Bagian Kesatu Penberhentian Pasal 5 yang berbunyi :

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan
Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:
a. Meninggal dunig;
b. Permintaan sendiri; dan
c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena:
a. Usatelah genap 60 (enam puluh) tahun;



b. Dinyatakan sebaga terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berhaangan tetap;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagal Perangkat Desa; dan
e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan
kepada Camat atau sebutan lainpaling lambat 14 (empat belas) hari setelah
ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
walib dikonsultasikanterlebih dahutu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis:Camat atau sebutan |ain’sebagaimana dimaksud ayat (4)
didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Kepenghuluan Pada Bab V PengangkatanPerangkatK epenghuluan
Pasal 15 perangkat kepenghuluan diangkat dari warga kepenghuluan setempat
yang memenuhi.persyaratan :

a. Warga Negara Republikindonesia;

b. Bertakwa Kepada Tuhan.Y ang MahaEsa;

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pencasila, melaksanakan Undang-
Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal | ka;

d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sedergjat;

e. Berusia20 (dua puluh) tahun sampai dengan42(empat puluh dua) tahun;
Terdaftarsebagal penduduk K epenghul uandan bertempattinggal di
Kepenghuluan paling kurang.1 (satu) tahun sebel umpendaftaran;

. Tidak sedang menja ani hukuman pidanapenjara;

. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuai 5 (lima) tahun setelah selesa menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secarajujur dan terbuka kepada publik
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kegjahatanberulang-ulang;

i. Berbadansehat;

j- Tidak mempunya hubungan keluarga dengan panitia pengisian Perangkat

K epenghuluan, Penghulu dan/ atau Perangkat K epenghuluanlainnya;

Iz}
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k. Mampu mengoperasikankomputer;

l. Tidak terikat dan/ atau bekerja pada instans pemerintah/swasta lainnya
dengan jam kerja yangsama;

m.Tidak pernah melakukan perbutan yang tercela yang dibuktikan dengan
catatan kepolisian sektor setempat;dan

n. Tidak mengkonsumsi. narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Kepenghuluan Pada: Bab: V. PengangkatanPerangkatK epenghuluan
Pasa 16 PengangkatanPerangkatK epenghuluandil ak sanakandenganmekanisme
sebagai berikut:

a Penghulu melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon
Perangkat Kepenghuluan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati
Rokan Hilir;

b. Penghulu melakukan  konsultas dengan Camat dan membuat
permohonan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat K epenghul uan;

c. Camat memberikan rekomendasi tertulisyang memuat mengena calon
Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasi kan dengan Penghulu;dan

d. Rekomendas tertulis Camat  dijadikan_ ,dasar - oleh™ penghulu daam
pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dengan keputusanpenghulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Kepenghuluan Pada Bab VI Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
Pasal 19 yang berbunyi:

(1) Perangkat Kepenghuluan berhenti karena:

a. Meninggal dunig;
b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan.
(2) Perangkat Kepenghuluan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ karena:
Usiatelah genap 60 (enam puluh)tahun;
Berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secaraberturut-turut;
Tidak lagi memenuhi syarat sebagal Perangkat K epenghuluan;atau
Melanggar larangan sebagal PerangkatK epenghuluan.

poop



Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Kepenghuluan pada Bab VI Pasad20 Pemberhentian
PerangkatK epenghuluan.

PemberhentianPerangkatK epenghuluandil aksanakandenganmekanisme  sebagai
berikut :

a. Penghulu melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan
tertulis mengenai pemberhentian Perangkat K epenghuluan;

b. Camat memberikan rekomendas tertulis yang memuat mengenal
pemberhentian Perangkat Kepenghuluan yang  telah - dikonsultasikan
dengan Penghulu;dan

c. Rekomendasi tertulisCamat dijadikan desar oleh  Penghulu  ddam
pemberhentian Perangkat K epenghuluan dengan K eputusan Penghul u.

Tabel 1.1 : Daftar Nama Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Yang Di
Angkat Di Kecematan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
Pada Tahun 2017

No Nama Tempat Lahiry|“Tamatan Jabatan

1 | Al Haziz Sekeladi SMK Kaur Perencanaan

2 | Hanimar Sekeladi SMA Kas Pelayanan

2 | Nasri Sekeladi SMA Kas Pemerintahan
: : Tenaga Penjaga

4 | RosmaWseli Sekeladi SMA Malam/K ebersihan

Sumber : Perangkat Kepenghuluan Sekeladi

Nama-nama diatas adalah nama-nama yang perangkat kepenghuluan
sekeladi yang diangkat pada tahun 2015 2017 sebagai perangkat Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.Dalam penerimaan

perangkat kepenghuluan pada tahun 2017 tidak terlaksan sesuai degan ketentuan



teknis pel aksanaanya yang mana dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perangkat Kepenghuluan yang. membunyikan pada persyaratan pengangkatan
kelengkapan administrasi  seperti  surat  permohonan menjadi - perangkat
kepenghuluan. dan mekanisme, pengangkatan jpenghulu membentuk tim untuk
mel akukan penyaringan bakal calon perangkat kepenghuluan dan penyaringan dan
penerimaan perangkat kepenghuluan di beritahukan kepada masyarak secara
terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mencalonkan dirinya sebagal
perangkat kepenghuluan. Daam kenyataannya, pengangkatan perangkat
kepenghuluan sekeladi  kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir belum
terlaksana sesuai dengan

aturan yang berlaku, pengangkatannya mengunakan sistem tradisonal atau
degan kata lain dengan sistem politik dan sistem kekerabatan, yaitu masyarakat
dari golongan politik dan kerabat penghulu terpilih dan yang lainnya datang
langsung kepada penghulu  untuk menyalonkan diri sebagai perangkat
kepenghuluan dan kemudian nama-nama.yang mencalonkan diri tersebut di
usulkan penghulu di dalam musyawarah bersama ketua adat/suku dan BPK

(Badan Permusywaran K epenghuluan).



Tabel 1.1 : Daftar Nama Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Yang
Diberhentikan Di Kecematan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir Pada Tahun 2017

No Nama Tempat L ahir Tamatan Jabatan
: ) Tenagaleknis Pengelola
1 | Asmi Sekeladi SMK Barang
] : . Tenaga Pengisian Buku
2 lisDahlia | Sekeladi SMA Admindcs
Mengga a
3 | Katam Empat SMA Kaur Kesra
. ] y S1 (Strata | Tenaga Pembantu
4 | Susi susanti | Sekeladi Satu) Bendahara

Sumber : Perangkat Kepenghuluan Sekeladi

Dalam tabel diatas merupakan nama-nama perangkat kepenghuluan yang
di berhentika pada tahun 2017. Daftar nama-nama perangkat kepenghuluan
tersebut merupakan perangkat. yang diangkat. oleh penghulu terdahulu atau
sebelumnya, dan diberhentikan pada masa pimpinan penghulu baru yang terpilih.
Pemberhentian tersebut dikarenakan ;SuratKeja (SK) perangkat kepenghuluan
tersebut sudah habis. Sedangkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
dan dalam Peraturan Derah Kabupaten Rokan. Hilir Nomor 10 Tahun 2015
Tentang Perangkat  Kepenghuluan  membuyikan  bahwa  perangkat
kepenghuluan/desa tidak dapat diberhentikan sebelum mencapai umur 60 tahun
dan perangkat desa tidak dapat diberhentikan jika tidak adanya penyalalahan

wewenang dan pelanggaran hukum.
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Ada beberapa permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam proses
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan
tanah putih kabupaten rokan hilir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
yang tercantum dalam Peraturan_Menteri _Dalam Negeri-.No 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor-10'Tahun 2015 T entang Perangkat Kepenghuluan.
sehingga hanyak masyarakat yang mengeluh atas kurang maksimal dalam proses
administras dan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat

kepenghul uan sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat.

1. Pengangkatan perangkat kepenghuluan pada jabatan kaur perencanaan,
kasipelayanan,kasi  pemerintahandan tenaga. penjaga  maam dan
kebersihankepenghuluan sekeladi pada tahun 2017 tidak terlaksana dengan
tata cara pelaksanaan pengangkatan- perangkat kepenghuluan, seperti yang
tertera dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan"Hilir No*10 Tahun 2015tentangperangkat kepenghuluan
pada Pasa 16 mekanisme pengangangkatan perangkat kepenghuluan dan
persyaratan pelaksanaannya.Penghulu mengangkat perangkat kepenghuluan
mengunakan sistem kerabat dan tim sukses penghulu terpilih digukan
penghulu sebagai perangkat kepenghuluan. Yang seharusnya adanya
penyaringan atau seleksi calon perangkat kepenghuluan untuk mengisi

kekosongan jabatan dalam perangkat kepenghuluan, dan pelaksanaan
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penyaringan atau seleksi perangkat kepenghuluan harus dilaksanakan secara
terbuka bailk pengumuman dan pemberitahuan kepada masyarakat, dan
penerimaan perangkat kepenghuluan dapat diketahui oleh semua masyarakat
dan tidak imengunakan-sistem politik-dan sistem kekerabatan sehingga
masyarakat dapat bersaing dengan potensi yang dimiliki dan perangkat
kepenghuluan yang didapatkan herdaya hasil .dan guna bagi kepenghuluan.

. Pemberhentian perangkat kepenghuluan pada jabatan kaur kesra, tenaga
teknis pengelolaan barang, tenaga pengisian buku administrasi dan tenaga
pembantu bendahara kepenghuluan sekeladi tahun 2017 tidak terlaksana
sesuai dengan tata cara pemberhentian perangkat kepenghuluan, seperti yang
tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Nomor 10 Tahun
2015 tentang mekanisme pemberhentian perangkat kepenghuluan. Penghulu
memberhentikan perangkat  kepenghuluan | Yang seharusnya penghulu
melakukan konsultas dengan camat dan membuat permohonan tertulis
mengenai  pemberhentian  perangkat kepenghuluan dan perangkat
kepenghuluan dan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan. dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada BAB
11 Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6 bahwa
perangkat desatidak dapat di berhentikan hingga umurnya mencapai 60 tahun
terkecuali perangkat desa mengudurkan diri dan melakukan perbuatan yang

melanggar hukum atau terpidana.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

12

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pendliti tertarik untuk
meneliti yang berjudul :Evaluas Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

¢
¢

i
3

Kepenghuluan Sekelad
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :
1. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan

ikut berpartisipas dalm perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat
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memperkaya infestas hasil-hasil penelitian dibidang administrasi,
khususnya dibidang administrasi publik.
2. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan

n. Sekeladi Kecamatan

A
)
.
/
?
¢
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

alui  proses

i suatu atau

N
o
g
@‘ proses kerja
5 5 tertentu dalam
el
g
ag

guna dan berhasil

2012;11)

Menurut Ali (2011) Adminis adalah mengurus, mengatur, mengelola.
Jika dibubuhi dengan awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya
mengandung maksud adanya pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari
penguasaan, pengelolaan, dan apalagi pengaturan.

Menurut Tarmizi dan Hendy (2015;11) Administrasi memiliki beberapa

unsur yang karenanya unsur unsur ini menjadikan adminstrasi itu ada. Adapun

unsur unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

14
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Dua orang atau lebih

Tujuan

Tugas yang hendak di |aksanakan
Peralatan dan perlengkapan

pODNPRE

The Liang Gie'mendefenisikan administrasitadalah rangkaian kegiatan
terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam dalam kerja
sama mencapal tujuan tertentu (dalam Sufian, 2003;9). Dari devenis tersebut
terdapat beberapa hal ang'terkandung yaitu yang pertama, administrasi seni adalah
suatu proses hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak diketahui. Kedua,
administrasi. mempunyai unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau
lebih, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan
dan adanya peralatan untuk mel aksanakan tugas-tugas tersebut
2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan aat atau wadah yang statis. Setiap orang tentunya
pernah ataupun sedang berada dal ampsebuah ‘organisasi. Secara sederhana dapat
dapat dikatakan bahwa organisasi yang terkecil adalah sebuah keluarga dan
tentunya setiap orang dilahirkan dalam sebuah keluarga Kemudian yang
dikatakan sebagai oraganisasi terbesar adalah sebuah negara. Oleh karena itu
makanya seseorang secara sadar maupun tidak sadar, mau atau tidak mau, ia telah
berada didalam sebuah organisasi.

Organisasi menurut Siagian (1986;7) merumuskan defenis organisas
sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama

dan secara forma terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang
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telahditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang

disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Menurut Griffin (2002).Organisasi adalah a group of peopele working together in
a stucture and-coordinate fashion to achieve a set goal ( Sekelempok orang yang
bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkal an

tujuan tertentu (dalam Saefullah 2005;4)

Menurut Sunyanto (2013;37) Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama
manusia untuk pencapaian tujuan bersama Organisad tidak lebih dari pada
sekelompok orang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang digunakan

untuk mengubah input-input menjadi barang dan jasa yang dapat dipasarkan.

Syafri (2012;12) mengemukakan organisasi merupakan unsur utama bagi
kelompok orang yang bekerjasama untuk . mencapal tujuan tertentukarena
organisas merupakan wadah (tempat) pengelompokan orangdan pembagian tugas
sekaligus tempat berlangsungnya bernagal aktivitas (proses) bagi pencapaian

tujuan.

Cukup banyak aternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai
dadam referens umum administrasi. Henry (daam Syafri, 2012;156).

Mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

a. Pembagian kerja (divison of work). Merupakan upaya yang harus
dipertimbangkan untuk mendapatkan efesiensi dalam menggunakan tenaga
kerja
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. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (Authority and
responsibility). Harus ada kaitan antara wewenang dan tanggung jawab.
Tanggung jawab merupaakan akibat yang timbul dari adanya wewenang.
Wewenang sebagal satu kombinasi antara wewenang resmi yang timbul
sebagal akibat kedudukan resmi seorang manajer dan wewenang yang
bersifat pribadi_yang merupakan gabungan darisintelegensia, pengalaman,
nilai-nilai moral, pekerjaan masa |ampau; dsh. Disiplin. (discipline), disiplin
merupakan hal yang selalu sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan
norma yanng berlaku.
. Displin (discipling). Disipllin berarti sikap dan perilaku yang selalu sesual
dengan ketentuan, atau dengan kata fain; sikap dan prilaku yang konsekuen,
tidak hanya pada norma-norma yang berlaku tapi juga dengan nilai-nilai
tujaun'yang ingin dicapai.
. Kesatuan printah (unity of command). Pekerja (bawahan) menerima hanya
darisatu pemimpin (atasan).
Kesatuan arah atau tujuan (unity of direction).bahwa kegiatan organisasi
harus mempunyai tujuan yang sama dan lansung dari perencanaan yang
dibuat oleh mangjer.
Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum
(organisasl) diatas kepentingan pribadi (subordination of individual to
general interest). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan
bersama yang harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
. Pengupamaan atau penggajian (remumeration). Pemberian ganjaran sebagai
balas jasa, sebegal alat motivasi dan pendorong.
. Sentralisasi (centralization). Wewenang perlu didelegasi kepada bawahan,
tetapi tanggung jawab ‘ekhir tetap  dipegang oleh pimpinan puncak (top
manager).
Jenjang Hierarki (scalar chain). Tingkat wewenang yang dimiliki.
Ketertiban (order).penempatan dan pendayungan sumber daya(orang-orang
dan barang-barang) sesual dengantempatnya dalam organisasi.
. Keadilan (equity). Pelaksanaan yang adil pada semua pihak.
Stabilitas jabatan (sability of tenure). Memberikan waktu yang cukup sangat
diperlukan pekerjaan untuk menjalankan fungsinya dengan sangat efektif,
sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
. Prakarsa atau inisiatif (initiative). Dalam semua tingkat organisasi semangat
kerja didukung oleh perkambangan prakarsa , dan kerenanya kepada
bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan megeluarkan
pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-
kesal ahan yang terjadi.
. Solidaritas kelompok kerja (la esprit de corps). Prinisp ini menitik beratkan
semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasamadan memelihara
hubungan antara pekerja ntuk menumbuhkan dan menigkatkan metivas
kerja
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3. Konsep Manajemen

Berbicara tentang organisas maka tidak lepas dengan mangemen. Jika
sebuah oragnisas tetap bejalan dengan balk dan sesua dengan apa yang
diharapkan sudah tentu" harus. memerlukansuatu ilmu. atau strategi untuk
mempertahan organisasi. Adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam
konsep manjemen diamana mang emen merupakan suatu usaha atau upaya dalam
pencapaian = sebuah tujuan dengan cara mendaya gunakan dan juga
mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas
pencapal an tujuan yang sudah di sepakati dan ditentukan oleh organisasi.

Mangjemen menurut Siswanto (2013;2) Mangemen adalah seni dan ilmu
daam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan

pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mecapai tujuan.

Thoha (2008;74) menerangkan, bahwa dalam manaemen ada namnaya
New Public Manahement yaitu adalah semua pimpinan mendorong untuk cara-
cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan

privatisas terhadap fungsi-fungs pemerintahan.

Mangjemen menurut George R Terry (dalam sarwoto, 1983;46)
mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari
tindakkan-tindakkan planning, organizing, actualting, dan controling dimana pada
masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan
diikuti secara beruntutan dalam rangka usa mencapai sasaran yang telah

ditetapkan semula.
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Terry (dalam Monang (2009;2 mendefenisikan konsep manajemen sebagai
proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan :

Planning (Perencanaan)
Organsasi_ (Pengorganisasian)
Actuating ( Pengerahan)
Controlling (pengwasan)

rpODNPRE

Mangjemen sebagal suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di
sistematika atau kesatuan, pengtahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen
menurut siswanto (2005;9) sebagal suatu seni yaitu merupakan keahlian,
kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapakan perinsip, metode
dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam

(Human and Natural Resources) secara efektif dan efesien untuk encapal tujuan.

Menurut Thoha (2013;8) suatu rumusan yang sering dikemukakan ialah
bahwa manajemen adal ah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha-

usahaorang lain.

Menurut Sondang (2003;5) manaemen dapat didefinisikan dari dua sudut
pandang, yaitu sebagal \proses penyelenggara berbagal kegiatan dalam rangka
penerapan tujuan dan sebagal kemampuan atau keterampilan orang yang
menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian

tujuan.

4. Konsep Evaluasi
Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal) pemberian

angka (ranting), dan penilaian (assesment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk
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menilai  akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik.
Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaiman uang publik
dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara
ekonomis,efektif dan efesien.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluas
kebijakan dapat dikatakan sebagai ' kegietan yang menyangkut estimasi atau
penilaian ' kebijakan yang mencakup substansi, implementas dan dampak
pel aksanaan kebijakan tersebut.

Evaluas menurut denim mengemukakan defenisi penilaian (evaluating)
adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasilpekerjaan yang
nyatanya di capal dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang
penting diperhatikan dalam defenisi tersebut yaitu:

a. Bahwa penilaan merupakan fungs organik karena-pelaksanaan fungsi
tersebut turut menentukan-mati hicdupnya stietau organisasi.

b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah
kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan mana emen.

c. Bahwa penilaian menunjukan jurang pemisah antara hasi| pelaksanaan yang
sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai (Danim,200;14).

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk
menentukan nilal dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluas
memerlukan pengukuran suatu tindakan atau prosesuntuk menentukan luas dari
pada sesuatu, evaluasi diketahui merupakn suatu proses yang berdasarkan dari
pada disiplin ketat dari pada waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari
kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat

mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluas
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dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggaraan

pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa
faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya:

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai

2. Tersedianya sarana dan prasarana

3. Pengetahuan dan keterampilan mangerial .tinggl dari pelaksanaan berbagai
kegiatan operasional.

4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan
berbagaikegiatan operasional dikaitkan dengan tujuan sasaran jangka
panjang.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluas. mempunyal arti yaitu secara
umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian
angka (ranting), dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan ussha
untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi-mengenai nila atau

mamfaat hasil kebijakan ( dunn. 2003;608).

Pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan
diman pada keyataannya mempunyal nilaidari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.
Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi adalah
proses perbandingan antar standar dengan fakta dan analisis hasiinya. (menurut
Ndraha 2003;201)

Sudarwan danin mengemukakan defenisi penilaian (evaluating) adalah

proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatadicapai
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dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatian

dalam defenisi tersebut yaitu:

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi

b.

C.

tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

Bahwa penilaian itu ialah.suatu proses.yang berarti bahwa penilaian ialah
kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang
sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai (Danim, 200;14)

Dari pendapat diates dapat diperoleh gambaran bahwa evealuasi adalah

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil

pelaksanaan kegiatan yang telah dicapaidenganhasil yang seharusnya menurut

rencana, hingga diperoleh informas mengena nila atau. mamfaat hasil

kebijakan,serta dapat dilakukan perbaikan bilaterjadi penyimpangan di dalamnya.

Evaluas mempunyal karakteristik yang membedakannyadari metode-

metode analisis kebijakan yang lainnya yaitu:

1

2.

Focus nilai. Evaluasi berbeda dengan. ‘nila dari sesuatu kebijakan dan
program.

Interdepadensi fakta-nilai. Tuntutan evaluas tergantung baik fakta maupun
nilai.

Orientas masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan
tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu,
ketimbang hasil di masadepan.

Kualitas nilai. Nilai-nilal yang ‘mendasari tuntutan evaluas mempunyai
kualitas ganda, karena dipandang sebaga tujuan dan sekaligus cara. (Dunn,
2003;608-609).

Evaluas merupakan suatu tahap yang dilakukan dengan didasari oleh

maksud dan tujuan tertentu, untuk meraih tujuan — tujuan tertentu yang berangkat

dari masalah — masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
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Evaluas mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk
menentukan niali dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah
keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran
dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi wjuga dapat diartikan
sebagal kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai
dimanakah tujuan yang telah-dirumuskan: sudah dapat dilaksanakan. Evaluas
menurut Nurcholis (2005;169) merupakan suatu proses yang mendasar diri pada
disiplin ketat dan tahapan waktu.

Evaluas kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimais, penilaian dan
taksiran terhadap imlementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan.
Sebagal aktivitas fungsional, evaluas kebijakan sebenarnya dapat dilakukan
terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan bukan tahap akhir sgja. Umpamanya,
menetapkan dan membuat-, estimasiatas kosekuensi  darlberbagai alternatif
kebijakan sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi, dalam rangka
mengadops salah satu aternatif yang dianggap paling baik. (Anderson dalam
solahuddin kusumanegara 2010;121)

Menurut Bridgman da Davis dalam Suharto (2007;3) pengukuran evaluas
kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1)
indikator input, (2) indikator process, (3) indikator output, (4) indikator outcome.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Indikator input menfokuskanpada penilaian apakah sumber daya pendukung
dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrasruktur
pendukung lainnya.
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Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan
ditransformasikan dalam bentuk pelayan langsung kepada masyarakat,
indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efesiensi dari metode atau cara
yang dipakai untuk melaksanak kebijakan publik tertentu.

Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang
dapat dihasilkandariysistem atau proses kebijakanypublik. Indikator hasil ini
berapa orang.yang berhasil.mengikuti program tertentu.

I ndikator outcome (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak
yang diterima oleh masyarakat |uas atau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Nurcholis\(2007;276) Evaluas adalah proses yang mendasarkan

diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat

skema umum penilaian dan membuat seperangkat istrumen yang melipuiti:

1. Inputyaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2.

Proses yatu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk
pelayanan langsung kepada masyarakat.

3. Outputs(hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan
4.

Outcomes (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak
nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan

Evaluasi kebijakan ~publik adalah melihat keberhasilan / kegagalan

kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-

indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek :

proses dan hasil.(dalam dwiyanto 2017:145).

Aspek proses menunjuk .menunjuk. bahwa apakah selama implementas

program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para

imlementor di lapangan? Aspek hasil menunjuk apakah kebijakan yang

implementasi telah mencapai dihasilkan seperti yang telah ditetapkan (output dan

outcomes).
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b. Jenisjenisevaluas
Adapun tahap-tahap evaluasi, menurut wahab (2004;3) secara umum evaluasi
dapat dibagi menjadi tigajenis, yaitu :
1. Evaluas tahap perencanaan
Kata evaluas kerap kali diginakan dalam suatu perencanaan dalam rangka
mecoba memilih serta menentukan, segala prioritas terhadap berbagai macam
aternatif dan kemungkinan terhadap cara menyampaikan tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipaka oleh
perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah
metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidek selalu sama
untuk setiap keadaan, melainkan menurut hakikat dan permasalahnnya sendiri.
2. Evauas padatahap pel aksanaan
Pada tahap Ini evaluas adalah suatu Kegiatan yang melakukan analisa
untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksana dibanding dengan rencana
Terdapat perbedaan konsep menurut penelitian ini dengan minotoring. Evaluas
bertujuan untuk mengetahui apakan tujuan yang. diinginkan suadah tercapai
sedangkan minotoring melihat pelaksanaan proses sesua sengan yang
direncanakan sehingga tepat sasaran.
3. Evaluasi padatahap pasca pel aksanaan.
Adapun dalam hal ini pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya
terletak pada objek yang dinilai dengan objek yang dianalisa.

Cc. Prosesevduas
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Proses merupakan suatu peristiwa dimana adany suatu perencanaan yang
ingin dicapai oleh pihak manapun, namun sering kita lihat suatu proses evaluasi
tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d. Fungs evaluasi

Evaluas dapat kita ketahui ada tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan
oleh Wahab,2002;52) yaitu:

1. Evaluasi memberiakan informasi yang salah dan dapat dipercayai mengenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang
telah dapat dicapai dengan kebijakan publik. Daam ha ini evauas
mengungkapakan seberapa jauh tujuan tersebut telah dicapal.

2. Evaluas memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

3. Evaluas memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendas,
informasitentang  tidek memadal kinerja kebijakan yang dapat menberi
sumbangan pad perumusan ulang maslah kebijakan.

Menurut dan Stewart 2000 (dalam.selahuddin kusumanegara 2010;123)
mengolongkan para evaluator dalam 2 kelompok, yaitu evaluator internal dan
eksternal. Evaluator internal berasal dari lembaga legidatif dan eksekutif beserta
cabang-cabangnya (birokrasi). Satu kelebihan yang pertimbangkan bahwa
evaluator internal terdiri dari mereka yang mengetahui secara detail dan terlibat

dalam proses kebijakan. Namun ada juga beberapa kelemahannya. Pertama, para
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evaluator mungkin tidak mempunyai keterampila yang baik untuk melakukan
evaluasi. Kedua, karena kebijakan yang akan dievaluas melibatkan banyak
organisasi, maka evaluasi yang lengkap tidak dapat diperoleh dengan menguji
akibat-akibat yang ditimbulkan. dari kegiatan satu organisas sga. Pelibatan
begitu banyak organisasi akan memakan biaya yang sangat besar. Ketiga,
kegiatan evaluasi bisa saja dipengarubui-oleh keinginan para evaluator internal
untuk tidak  melakukan perubahan kebijakan. Sehingga hasil evaluasi akan
menyarankan kepada pemerintah untuk mengadops kebijakan yang serupa
dengan kebijakan yang telah dievaluasi.

Berikutnya, evaluator eksternal terdiri dari lembaga-lembaga penelitian
privat, media komunikasi massa, kelompok penekan, dan organisasi-organisasi
kepentingan publik. Mereka melakukan studi evaluas terhadap kebijakan-
kebijakan yang telah menimbulkan dampak+ kepada masyarakat maupun
organisas pemerintah. Di Indonesia contohnya, perguruan tinggi mempunyai
lembaga didalamnya yang terlibat dalam pengumpulan data mengenal performa
kebijakan tertetu yang merupakan bagian kegiatan evaluasi.

Menurut Ripley 1985 (dalam solahuddin kusumanegara 2010;126) ada
beberapa tujuan dari dari evaluas imlementas, yaitu :

1. Menjelaskan munculnya redlita. Jika memungkinkan, redlitas dijelaskan
dalam bentuk pola;

2. Memberi eksplanasi atas pola-pola yang muncul, dan kausdlitas (jika
memungkinkan untuk dilakukan);

3. Mengevaluasi proses imlementass dan dampak jangka pendeknya dengan

maksud untuk mengetahui apakah program telah mecapa hasil-hasil yang
baik, atau apakah program justru telah mencapai beberapa sasaran, dan
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membandingakan bagaimana hasil yang telah dicapai itu dengan berbagai
harapan harapan pencapaiannya;

4. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi atas berbagai petanyaan
kebijakan yang dapat muncul dikemudian hari;

5. Mengidentifikas serta meberi saran dan rekomendas berkaitan dengan
pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang timbul dalam bidang manajemen, serta
pertanyaan-pertanyaan  yang. cukup _penting mengenai dampaknya is
kebijakan:

Menurut Wirawan (2012;9) Tujuan Evaluas adalah mengumpulkan
informasi untuk menentukan nilai. dan mamfaat./ebjek evaluasi, mengontrol,
memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebuit.

Dalam buku Ndraha (2003;201) mengatakan bahwa evaluas adalah proses
perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya

1. Modé before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu
tindakan (pel aku treatmen) tolak ukurnyaialah before.

2. Model das solen-das yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan
yang senyatanya.

3. Modd kelompok control kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya
adal ah kel ompok control.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat
dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingannya
unsur sumber daya manusia sebagal sumber dayayang cukup potensial, yang perlu
dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang

maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karna itulah manusia

perlu dimanaemen.
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Menurut hasibuan (2012;10) mangemen sumber daya manusia adalah
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan
efesien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut.Shiddique (2007) manajemen sumber daya manusia merupakan
sebuah usaha untuk mengelola dan mengarahkan manusia dalam organisas agar
mampu berfikir dan bertindak-sehageimana yang diinginkan organisasi ( dalam
ismail, 2009;8)

Menurut Mengkunegara (2011;2) Mangemen Sumber Daya Manusia
merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan
pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka
mencapal tujuan organisasi. Mangemen Sumber Daya Manusia juga dapat
didefenisikan juga sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya
yang ada padaindividu (pegawai).

Maka dari pendapat mengenar MSDM (Managemen Sumber Daya
Manusia) diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia
merupakan faktor vital dalam keberlangsungan sebuah organisasi dan mejadi
tigkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, sedangkan dalam MSDM
terdapat usaha peningkatan produktivitas pemamfaatan sumber daya manusia dan
terdapat pengadaan/requitmen, pengembanagan, pemberian imbalan, motivas,

mutasi dan pemberhentian (dalam Ismail,2009;7-8).
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Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas bahwa, unsur
manusia dalah unsur yang sangat penting, karena manusia sebagai penggerak dari

pada unsur-unsur managjemen lainnya. Dan unsur manusia ini berkembang

menjadi satu bid -“ 8 ‘ 3l manajemen sumber
daya mé “u?l\‘ .e@ aya manusia
ini tujuannya i ja.yanc etiap organisas,

yang man bertujuan a oI Ca ang maksin acara efektif dan
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B. Kerangka Pikir

Gambar 1.1: Kerangka Pikir Evaluasi Proses Pengangkatan Dan
Pember hentian Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
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Sumber: Modifikas Penulis, 2018

C. Hipotesis

Pada penelitian ini penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Poses Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentikan Perangkat Kepenghuluan
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Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana sesuai

dengan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu meliputi proses dan
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telah tercapai.

5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah

6. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
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pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.

7 pemerintahan dan
Negara
8 di gk BPK adalah
anggotanya
keterwakilan
9. panitia untuk
kan Ca alon Perangkat

4
10. -" pemerintahan
. al asyarakat melalui
11. an adala aral emerintah Kepenghuluan yang

membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang
terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan

Pel aksanaT eknis.
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12. Staff adalah perangkat Kepenghuluan yang bertugas membantu perangkat

Kepenghuluan yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
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Tabel 11.1 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Proses Pengangkatan

Dan

Pemberhentikan

Perangkat

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Kepenghuluan Sekeladi

Konsep Variabel Indikator I tem Penilaian Ukuran
1 2 3 4 5
Evaluasi Evaluasi Poses'.. (1. Input a.  Kelengkapan sumber Terlaksana
adalah Pengangkatan daya pendukung (SDM) | Cukup Telaksana
proses Dan pel aksanaan Kurang Terlaksana
yang Pemberhentian B. 'Prosedur pelaksanaan
mendasark | Perangkat c. Persyaratan administrasi
an diri K epenghuluan pel aksanaan
pada Sekeladi d. Bahan-bahan dasar
disiplin K ecamatan pendukung pel aksanaan
ketat dan | Tanah Putih e. sgiumlah danadalam
tahapan Kabupaten pel aksanaan
waktu. Rokan Hilir
Nurcholis 2. Process |a. Mekanisme pelaksanaan | Terlaksana
(2007;27) b. Seleks atau penyaringan | Cukup Telaksana
c. Keefektifan pelaksanaan | Kurang Terlaksana
d. Kelompok atau tim
pel aksanaan
e. Keefesienan pelaksanaan
3. Outputs |a Tepat sasaran yang Terlaksana
dituju dari Cukup Telaksana
pelaksanaanpelaksanaan | Kurang Terlaksana
b. Dayagunadari hasi|
pelaksanaan
c. Kualitashasil
pelaksanaan
d. hasil pelaksanaan
4. Outcomes |a. Mamfaat pel aksanaan Terlaksana
b. Dampak pelaksanaan Cukup Telaksana
c. Dampak positif dari Kurang Terlaksana
pel aksanaan
d. Dampak negatif dari
pel aksanaan

Sumber : Modifikas penulis, 2018
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E. Teknik Pengukuran

Guna mengetahui  sistem pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentikan

perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan
sekeladi kecamatan tanah putih kabupaten rokan hiliryang

di tetapakan berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana: Apabila penilaiain  terhadap pelaksanaan  program

pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan
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sekeladi kecamatan tanah putih kabupaten rokan hiliryang

di tetapakan berada pada kategori 0-33%

b. Process

Terlaksana ndikator process berada

Cukup Terlaksana :  Ji adap indikator process berada

pada skala 34-66%

Kurang Telaksana : Jika rata-rata responden terhadap indikator process berada

pada skala 0-33%
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c. Outputs

Terlaksana

38

: Jika ratarrata responden terhadap indikator outputs berada

pada skala 66-100%



BAB |11
METODE PENELITIAN

A. TipePendlitian

Untuk mempermudah Penulis dalam mendapatkan data dan informas,
penelitian yang dilakukan oleh penulis. menggunakan tipe Survey Deskriftif, yakni
mengambarkan kenyataan'yang ditemui di lapangan secara gpa adanya mengenal
Proses Pengangkatan Dan Pemberhentikan Perangkat Kepenghuluan Sekeladi
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara
wawancara, angket (Kueisioner), dan observasi untuk mengumpulkan data. Data
dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagal dasar untuk menganalisis dan
menjelaskan mengenal Proses Pengangkatan Dan Pemberhentikan Perangkat
K epenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Kerlinger (1973 ) dalam sugiyono 2006;7. Mengemukanakn bahwa
penelitian survey dalah penelitian yang dilakuakan pada populasi besar maupun
kecil, tetapi data yang dipelgariadaah data.dari sampel yang diambil dari
populasi tersebut, sehingga ditemukan keadian-kgadian relatif, distibusi, dan
hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis

Menurut david kline daam sugiyono 2006;11. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau
menghungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.suatu penelitian yang

berusaha menjawab pertanyaan.
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Menurut Sugiyono, (2016;162) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan
data yang di lakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau

peranyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.

B. Lokas Pen€litian

Lokasi+ penelitian ini___dipilih penulis mengenar evaluasi
prosespengangkatan dan' pemberhentian perangkats kepenghuluan sekeladi
kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir. dengan alasan peneliti memilih
wilayah Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,
dikarenakan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada tahun
2017 belum terlaksana sesua dengan aturan dan prosedur yang berlaku yaitu
syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangakat kepenghuluan
seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan ‘Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat
Kepenghuluan, dan kepenghuluan sekeladi merupakan tempat tinggal peneliti
sehingga peneliti dapat memperoleh data dan‘informas terkait pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir.

C. Populas dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun didalam hal

ini yang membedakannya adalah, populasi adalah wilayah generalisasi atas objek
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dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelgari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2016:90). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh po 16:91

S i m‘%&

Tabel |

Peng

Kasi

Kas ¢

Kas 31

Kaur e~ K| -

OO WNF

Tenag en P . d s .
baran e R i

\‘

Tenag uk
admini

8 | Tenaga ben
9

Tenaga penj K NBP‘

malam/k

Jumlah

an Dan
ecamatan

Persentase
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Data

D. Teknik Penarik

Teknik penarikan sampel

sampling adalah bagian dari jumlah

dan karakreitik yang dimiliki populasi. Adapun penarikan sampel menurut

sugiyono (2004:77) teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yaitu meadikan semua populasi

menjadi sampel penelitian dalam pengumpulan data penelitian..




42

Adapun penarikan sampel dalam evaluas proses pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih

kabupaten rokan hilir, menggunakan sampel secara “sensus’. hal ini disebabkan

karena jumlah & penghuluan sekeladi
sehinggs seluruh
:E popul asi
-
= |
= E. Jenis
=
o O o
- terdiri dari:
& =
& =
ot e 1. DataP
E E alui reponden
- £
g ; awancaradan
7 =
=
m 1 O
@ = - ldentitas *'
e
:’T = - Data jum '* Kecamatan tanah putih
E # kabupaten roka
E 2. Data Skunder
o
=

Data skunder adalah data atau informasi pelengkap yang diperoleh dari
lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitanya dalam penelitian ini berupa
laporan tertulis, buku dan lain sebagainya. Data yang dimaksud melipuiti:

- Gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir.
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Struktur Organisasi Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir.

Daftar geografis dan demografis Kabupaten Rokan Hilir.

pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. Disini peneliti langsung
melakukan observasi pada kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih

kabupaten rokan hilir.
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3. Wawancara, yaitu kegitan penulis berdialaog langsung secara lisan dengan

masyarakat pada pegawai kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih

kabupaten rokan hilir.

dikelompok
deskriftif a

(uraian kali

weatanth
3

dan uraian pe

dalam penelitian ini baik berupa data wawancara, dan data yang diperoleh dari
kepenghuluan dan masyarakat. kemudian dikumpulkan dan diolah dengan

analisis kualitatif.
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H. Jadwal Waktu K egiatan Penelitian

Tabel I11.

:Jadwal Waktu Kegiatan PendlitianEvaluass  Sistem

Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentikan Perangkat
Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2018

NO

Jenis Kegiatan

Bulan Minggu ke

September | Oktober | November | Desember | Januari Februari

Seminar UP

1 1231412314112 34/ 1123|412

3

4

Revis UP

A TWOIN P

Revisi
Kuisioner

Rekomendasi
Survay

Survay
Lapangan

Andisis Data

Penyusunan
Laporan Hasll
Penelitian
(Skripsi)

Konsultas
Revisis
Skripsi

10

Ujian
Konferehensif

11

Revisi Skripsi

12

Pengadaan
Srips

Sumber: Modifikas Penulis, Tahun 2018




BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir

1. Profil Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk‘dari-tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan
Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang
bertanggung jawab kepada Sultan Kergjaan Siak. Distrik pertama didirikan
Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah
Bagansiapiapi _yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat,
maka Belanda memindahkan Pemerintahan  Kontroleur-nya ke Kota
Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah
Belanda membangun pelabuhan modern dany terlengkap dikota Bagansiapiapi
guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Maaka hingga Perang Dunia
Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan
Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan
Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuain
dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota

Kabupaten Rokan Hilir
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Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang paling terkenal dengan
hasil ikannya. Kabupaten tersebut memiliki luas wilayah sebesar 8.941 km?

dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 504.591 jiwa dengan tingkat

AHELRAS

-
D
=
S
2
QD

2
3
<

g

1
2
3.
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih

7. Kecamatan Kubu

8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud

10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar

13. Kecamatan Rantau K opar

14. Kecamatan Pekaitan

15. Kecamatan Kubu Babussalam
16. KecamatanRantauBais
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17. Kecamatan Tanjung Medan
Kecamatan Tanah Putih adalah salah satu kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar
2.146,36 KM 2, memiliki batas-batas sebagai berikutl:
1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

dan Kecamatan bangko Pusako.
2) Sebelah Selatan, berbatasan: dengan ‘Kabupaten Bengkalis dan Kecamatam
3) gg{)%ldah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
4)  Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Dumal

Kecamatan Tanah Putih ini terdiri atas 8 desa dan 2 kelurahan. Sebanyak
3desa’kelurahan di kecamatan ini masih termasuk dalam klasifikasi swakarya
danswadaya, sedangkan 7 desa/kelurahan sudah merupakan desa/kelurahan
swasembadaSebanyak 4 desalkelurahan yang jauh aksesnya ke ibukota
kecamatan dibandingkandengan 4 desalkelurahan lainnya, jaraknya mencapa =
30 km. Adapun nama-nama danklasifikasi desalkelurahan yang ada di kecamatan

Tanah Putih dapat dilihat pada tabelberikut ini:

Tabel 1V.1: Daftar Desa/lKepenghuluan danJumlah Penduduk Setiap
Desa/K epenghuluan DI Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Rokan Hilir
No | Desa’kepenghuluan Jiwa

1 | Putat 551

2 | Sekapas 565

3 | Rantau Kopar 4.126
4 | Sekeladi 2.009
5 | Sekeladi Hilir 3.566
6 | Mengala Sakti 10.089
5 | Sintong 7.928
6 | Teluk Mega 1.856
7 | Sedinginan 4.359
8 | Banjar XII 4.827
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9 | Rantau Bais 2.603
10 | Ujung Tanjung 6.801
Jumlah 49.280

Sumber : BPS Rokan Hilir,
2. Profil Kepenghuluan Sekeladi
K epenghuluan sekeladi merupakan salah satu kepenghuluan yang berada di
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kepenghuluan ini sebelumnya
termasuk dalam Kabupaten Bengkalis kemudian pada tanggal 4 oktober 1999di
tetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagal Kabupaten baru di Provinsi
Riau sesual dengan Undang-Undang No 53 Tahun 1999 dengan Ibu Kota Bagan
Siapi-api, pusat pemerintahan kepenghuluan ini terletak di tengah-tengah
kepenghuluan sekeladi di jalan babul huda, jumlah penduduk di kepenghuluan
sekeladi berjumlah 2.009 jiwa yang tersebar di 11 wilayah RW dan 22 wilayah
RT.
a. Keadaan Geografis
Adapun batas wilayah kepenghuluan sekeladi adalah :
1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Sekeladi Hilir
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Rantau Kopar
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Putat
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Bengkalis
b. Kondis Wilayah
Keadaan topografi kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih abupaten
rokan hilir pada umumnya daratan rendah sehingga tanahnya cukup subur untuk
dijadikan lahan pertanian. Itu terlihat beberapa daerah di kepenghuluan sekeladi

terdapat perkebunan kelapa sawit, nelayan, karet dan perkebunan sayuran yang
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menjadi mata pencaharian sampingan bagi beberapa masyarakat di kepenghuluan

sekeladi.

c. Kondisi Demogr afi

Dapat Dilihat Dala

abel Di Bawah Ini ;

SUB INDIKATOR KONDISI
Sarana dan Prasarana
a. Gedung kantor Ada
b. Gedung pertemuan Ada
c. Perangkat kepenghuluan Tidak lengkap
d. Mesin tik/computer Ada
e. Kendaraan dinas |luar Ada
f. F. Struktur organisasi Ada
Keuangan
a. APBD kepenghuluan Ada
b. Belanja pembangunan Tidak Lengkap
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c. Bantuan atau hibah lainnya Ada
Akuntabilitas

a. Kotak pengaduan masyarakat Ada
b. Laporan kinerjatahunan Ada
c. Laporan akhir jabatan penghulu Ada
d. Papan informasispelayanan Ada
Administras

a. Bukustrateg pelayanan Ada
b. Buku frofil kepenghuluan Ada
c. Administrasi keuangan Ada
d. Kartu uraian tugas Ada
e. Administrasi penduduk Ada
f.  Administrasi pembangunan Ada
0. Buku dan lembaga kemasyarakatan Ada
h. Buku registrasi umum Ada
Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Sekeladi (2018)

Dari tabel di atas dapat dismpulkan bahwa sarana dan prasarana yang

dimiliki kepenghuluan sekeladi telah memadal untuk menjalankan kegiatannya.

Tabd 1V.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Keamin Di
Kepenghuluan Sekeladi Dapat Dilihat Dalam Tabel

Dibawah “Ini;
No JenisKelamin Jumlah
1 | Jumlah Laki-laki 886 Jiwa
2 | Jumlah Perempuan 1:123 Jiwa
3 | Jumlah KepalaKeluarga 453 Jiwa
4 | Jumlah Penduduk 2.009 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Sekeladi (2018)

Dari tabel 1V.3 di atas dapat di ketahui bahwa jumlah keseluruhan
penduduk yang ada di kepenghuluan sekeladi berjumlah 2.009 jiwa terdiri dari
jumlah laki-laki sebanyak 886 jiwa, jumlah perempuan 1.123 jiwa. Jadi dapat
dismpulkan bahwa jumlah penduduk di kepenghuluan sekaladi lebih banyak

perempuan.
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Penduduk kepenghuluan sekeladi memiliki mata pencaharian yang

berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabd 1V.4 : Penduduk Berdasarkan.Jenis Mata Pencaharian
penghuluan Seke Dilihat Dalam Tabel

..‘;’13""% B\\\\\‘ h..

AT A

Pasal 2

1) Perangkat Kepenghuluan terdiri atas :
a. Sekretariat Kepenghuluan;
b. Pelaksana kewilayahan; dan
c. Pelaksanateknis.

2) Perangkat Kepenghuluan berkedudukan sebagai unsur pembantu Penghulu.

3) Perangkat Kepenghuluan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bertanggungjawab kepada Penghuluan.

4) Masa jabatan Perangkat Kepenghuluan adalah sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.
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5) Dalam melaksanakan tugas duan wewenangnya perangkat Kepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu staf sesuai dengan
kebutuhan.

6) Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) orang untuk
masing-masing jabatan perangkat kepenghuluan.

Berikut adalah Tugas, hak. dan |larangan perangkat kepenghuluan sebagai
berikut;
Pasal 7

1) Perangkat Kepenghuluan bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Mmasing-masing
PerangkatK epenghul uan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

“Perangkat Kepenghuluan berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan,
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan”.

Pasal 9
Perangkat K epenghuluan dilarang :

a) merugikan kepentingan umum;

b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c) menyal ahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu,

e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat K epenghuluan;

f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

g) menjadi pengurus partai politik;

h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i) merangkap jabatan sebagai Penghulu, ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan, Pengurus dan/atau anggota Lembaga
Kemasyarakatan Kepenghuluan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provins atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;
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ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan;

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

m) terikat dan/atau bekerja pada instans pemerintah/ swasta lainnya dengan jam

n)

kerjayang sama;
melakukan perbuatan tercela atau perbuaian yang melanggar norma agama,
norma kesusilaan, dan norma adat seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba
dan/atau berzina

Pasal 10

b.

1) Perangkat Kepenghuluan yang melanggar larangan sebagalmanadi maksud
dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguranliisan dan/atau
teguran tertulis.

2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dandapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Per syarata Pengisian calon Perangkat kepenghuluan

Pasal 15

Persyaratan Pengisian calon Perangkat, kepenghuluan diangkat dari warga

kepenghuluan setempat yangmemenuhi persyaratan :

a
b.
C.

Warga Negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik.Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republikindonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sedergjat;

berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)  tahun;
terdaftar sebaga penduduk Kepenghuluan dan bertempat tinggal di
Kepenghuluan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

tidak sedang menjaani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepadapublik bahwa yang
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bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagaipelaku kejahatan berulang-
ulang;

berbadan sehat;

tidk mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pengisian
PerangkatK epenghuluan, Penghulu dan/ atau Perangkat Kepenghuluan
lainnya;

k. mampu mengoperasikan kemputer;

|. tidak terikat dan/ atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta | ainnyadengan
jam kerjayang sama;

m. tidak pernah melakukan perbutan yang tercela yang dibuktikan dengancatatan
kepolisian sektor setempat;.dan

n. tidak mengkonsumsi:narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter.

Pasal 16

Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dilaksanakan dengan mekanisme
sebagal berikut:

a. Penghulu melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon
Perangkat Kepenghuluan setelah mendapaikan izin tertulis dari Bupati Rokan
Hilir;

b. Penghulu melakukan konsultass dengan Camat dan membuat permohonan
tertulis mengena pengangkatan Perangkat K epenghuluan;

c. Camat memberikan rekomendasi |tertulis- yang memuat mengenai calon
Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasikan dengan Penghulu; dan

d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh penghulu dalam
pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dengan keputusan penghulu

c. Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan

Pasal 19

Perangkat kepenghuluan dapat diberhentikan jika memenuhi kriteria
sebagai berikut:

1) Perangkat Kepenghuluan berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

2) Perangkat Kepenghuluan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:
a. usiatelah genap 60 (enam puluh) tahun;
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b. berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;

C.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat K epenghuluan; atau

d. melanggar larangan sebagal Perangkat K epenghul uan.
Pasal 20

Perangakat kepenghuluan dapat diberhentikan dengan mekanisme sebagai

berikut :

a. Penghulu melakukan konsultes: dengan Camat dan membuat permohonan

b.

tertulis mengenai pemberhentian Perangkat K epenghuluan;

Camat  memberikan  rekomendasi tertulis “yang memuat mengenai
pemberhentian Perangkat Kepenghuluan yang telah . dikonsultasikan
dengan Penghulu; dan

rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Penghulu dalam
pemberhentian Perangkat K epenghuluan dengan Keputusan Penghul u.

d. Biaya Pengisian Perangkat K epenghuluan

Pasal 22

1.

2.

Biaya pengisian Perangkat Kepenghuluan dibebankan pada anggaran
pendapatan dan bel anja Kepenghul uan.

Biaya pengisian Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)diusulkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Kepenghuluan kepada
Penghulu dan wajib mendapat persetujuan-dari BPKep.

Biaya pengisian Perangkal Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku di daerah



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari petugas
pelakanaan pengangkatan perangkat kepenghuluan-sekeladi serta perangkat yang
menjadi sampel dari penélitian ini. Juga termasuk data infornasi yang diperoleh
dari masyarakat, hal ini untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai evaluas
proses pengangkatan «dan pemberhentian perangkats Kepenghuluan Sekeladi
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Data yang diperoleh
mengunal kan metode wawancara kepada datuk penghulu serta lembaran kuisioner
yang disebarkan kepada sampel yang ditentukan daam penelitian ini. Serta
maupun dari dalam kepenghuluan dan dari luar kepenghuluan.

Hasil kuisioner dan wawancara menyajikan tentang identitas serta umur
dan jabatan dalam kepenghuluan tanggapan tentang evaluasi prases pengangkatan
dan pemberhentian perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Roan Hilir.

A. ldentitas Responden
Identitas responden merupakan keterangan dari responden yang terkait dalam
penelitain ini. Keterangan ini mengenal nama, umur, jenis kelamin serta jabatan
dan pendidikan dari perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Taah Putih
Kabupaten Rokan Hilir.
Untuk lebih jelas dapat dilihat dari keterang berikut ini :
1. Penddikan responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam melakukan

pengembanagan diri serta pola pikir daam memutuskan serta mempertimbangkan
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berbagai macam langkah alternatif yang baik dan benar. Pendidikan tidak
bisadi dapatkkan beritu sgja, melainkan memerlukan tahapan-tahapan yang harus

dilalui. Pendidikan biasanya didapatkan dari lingkungan sekolah, tempat tinggal

p. pula poal
pikir s Saikan tugas
dan tangg
Tabel V.1 : 5 luan Sekeladi

i ut Tinghkat

gkatan Da
‘f di Kecamatan

d

=z
U'I-bOOI\)I—‘o

1 1
N

sebanyak 7 oraang atau sama dengan 87,5% sedangkan pendidikan S1 ada 1 orang
atau sama dengan 12,5%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidkian perangkkat
kepenghuluan sekeladi mulai dari perguruan tiggi hinga pendidikan terrendah.

Dan pada perangkat kepenghuluan dapat kita ketahui lebih banyak tingkat
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pendidikan perangkat kepenghuluan sekeladi pada kategori tingkat pendidikan
SLTA dari pada S1.

2. Jeniskelamin

Untuk |ebi identi epenghuluan maka
penulis jeni sebagal
berikut : sITAS ISL4

QA )
Tabel V. s% k uan Sekeladi
i i is Kelamin
' ber hentiaan
L\ Tanah Pitih
No f-_E]u‘ % {-f (%)
1 T =Bl -
1 | Laki - || —_- 0
2 | Perempu | 2,5%
Ju %)
Sumber : D I enuli 0
_ KANBAR .

Dari t en menurut jenis
kelamin laki-I g de ,5%. Dan identitas
responden menurut lah 5 orang dengan
persentase 62,5%. Jadi ju onden berjumlah sebanyak 8
orang.

3. Tingkat Umur
Usia merupakan tingkat kedewasaan seseorang. Umur dapat
mempengaruhi tingkat pola pikir seseorang dalam menetukan suartu keputusan

dan tugasya. Untuk lebih memperjelas maka dapat dilihat dati tabel berikut ini :
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Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Perangkat Kepenghuluan Sekeladi
Yang Diangkat Dan Diberhentikan Menurut Tingkat Umur
Dalam Evaluasi Proses Pengangkatan Dan Pemberhentiaan
Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Pitih
Rokan Hilir.

No
1
1.
2.
3.
4.
Sumber : )

Dari tat S da kete nurut tingak umur
20-30 tahun.berjumi: hg dengan pe 7,5%, 31-40 tahun
berjumlah 1 or orsentase dapat diketahui
bahwa iden ’ g berumur 20-
30 tahun. &

Pard
B. Evaluas -; tian Perangkat
Kabupaten Rokan
Hilir

perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir
maka dapat dilihat denga beberapa indiikator inputs, process, outputs dan
outcomes sebagai berikut :

1. inputs

yaitu data yang di perlukan terkait tentang pelaksanaan kebijakan. Hal ini

meliputi prosedur atau pun mekanisme yang mengatur tentang pelaksanaan
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pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan dalam evaluasi proses

pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kepenghuluansekeadi Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel V.4: Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Kepenghuluan
Yang Diangkat Dan Diberhentikan Dalam Evaluasi Proses
Pengangkatan dan Pember hentian Perangkatan Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Indikator Inputs.

Kategori Penilaian

NO | tem Penilaiaan Cukup Kurang Jumlah
G oy S Terlaksana | Terlaksana
K elengkapan sumber daya
1 | pendukung (SDM) 0 8 0 8
pel aksanaan
2 | Prosedur pelaksanaan 1 7 0 8
3 Persyaratanadministras 0 - 1 8
pelaksanaan
Bahan-bahan dasar
4 pendukung pelaksanaan 7 e 0 8
5 sgjumlah danadalamn 0 0 8 8
pel aksanaan
Jumlah 3 28 9 40
Rata-rata 0,6 5,6 1,8 8
Per sentase 7,5% 70% 22,5% 100%

Dari tabel diatas dapat diketahu bahwa tangapan responden pada indikator

input tanggapan perangkat yang diangkat dan diberhentikan yang menjawab

terlaksana ada 0,6 orang dengan persentase 7,5%, cukup terlaksan ada 5,6 orang

dengan persentase 70 % dan yang menjawab kurang terlaksana 1,8 orang dengan

persentase 22,5%. Dari tabel diatas dapat dismpulkan bahwa yang menjawab

terbanyak pada kategorii cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Joni Efendi selaku

Kepala Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan

Hilirpadatanggal 20 Desember 2018 di ruangan Kerjanya Jam 09 : 20 Wib.
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Bagaimanakah  mekanisme  pelaksanaan  pengangkakatan  dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan dan apa saja persyaratan yang diperlukan
dalam pelaksanaannya?

“kemudian bapak Joni Efendi,mengatakan mengenai prosedur mau
persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan,
perangkat kepenghuluaniitukan tugasnya hanya untuk'membantu penghulu dalam
mejalankan pemerintahan desa;.dan syarat sebagal perangkat kepenghuluan kan
itu tamat SMA jadi siapa saja penduduk kepenghuluan sekeladi yang memiliki
tamatan  SMA dapat menjadi perangkat kepenghuluan dengan berbagai
pertimbangan datuk penghulu, dan saya sebagai datuk kepenghuluan menujuk
langsung siapa yang akan menjadi perangkat kepenghuluan dan kemudian dibuat
XK perangkat kepenghuluan dan dalam proses pengangkatan dan pember hentian
perangkat. «kepenghuluan  tidak ada dana yang dikeluarkan dalam
pel aksanaannya.

Setelah penulis mewawancarai salah seorang perangkat kepenghuluan
yang diangkat pada tahun 2017 yaitu dengan ibu Hanimar sebagal kasi pelayanan
pada tanggal 20Desember 2018 di ruang kerjanya Jam 08:30 Wib. kemudian
mengatakan bahwa :

” kami diangkat pada tanggal 17 januari 2018,saya sebagai perangkat
kepenghuluan sekeladi tamat SMIA dan tidak ada Scleksi atau tes tertulis serta
tidak adanya tahapan-tahapan calam penangakatan saya sebagai Kasi Pelayanan
di kepenghuluan sekeladi, tapi SK kami tidak ada pada kami karna SK kami
dibuat secara menyeluruh yaitu dalam satu dokumen dan diarsipkan dan saya
kurang tahu bagaimana sebenarnya prosedur pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan seperti yang saudara maksud, kami
ngikut apa yang disuruh datuk penghulu.

Peneliti kemudian mewawancarai salah seoerang perangkat kepenghuluan
yang telah diberhentikan pada tahun 2017 yaitu dengan Saudara Katam sebagai
Kaur Kesra Kepenghuluan Sekeladi yang diangakat pada oleh penghulu
sebelumnya dan beliau mengatakan :

““Saya diangakat oleh penghulu sebelumnya yaitu Bapak Murni dan masa
jabatan saya sebagai perangkat kepenghuluan sekeladi telah habis, karena K
saya sudah habis maka saya ngak bisa berbauat apa-apa saya cuman bisa terima
pemberhentian atas saya, karna penghulu berhak untuk mengangakat serta

memberhentikan perangkat kepenghuluan  yang tidak lagi dibutuhkan oleh
kepnghuluan, dan ada perangkat kepenghuluan yang diangkat sama saya dan dia
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tidak diberhentikan dan masih bekerja sebagai perangkat kepenghuluan hingga
saat ini, mungkin dia masih dibutuhkan oleh penghulu sebagai perangakt
kepenghuluan™

Artinya dalam persayatan serta mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kurang terlaskana sesuai dengan
standar oprasional prosedur atau mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan| sekeladi, seharusnya ada seleksi demi
seleks yang dilakukan baik dalam kelengkapan persayaran umum,khusus atau
persyaratan administras  pengangkatan dan pemberhentian  perangkat
kepenghuluan serta mekanisme pelaksanaannya seperti yang tercantum di dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Kepenghul uan.

Berdasarkan hasil kusioner dan wawancaraa serta observas dilapangan
yang telah peneliti paparkan-diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan
dan pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih

kabupaten rokan hilir dapat dikategorikan Kurang Terlaksana.

2. process

Maksunya yaitu bagaimanaa sebuah proses kebijakan diwujudkan dalam
bentukpelaksanaan kebijakan. Yaitu bagaiman berjalannya sebuah pelaksanaan
kebijakan dari proses pendaftaran menjadi perangkat kepenghuluan serta tahapan-
tahapan dari setigp proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat

Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
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Tabel V.5 : Distribus Tanggapan Responden Perangkat Kepenghuluan
Yang Diangkat Dan DiberhentikanDalam EvaluasiProses
Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
HilirIndikator Process

Kategori Penilaian

NO Item Penilaiaan e e z Cukup Kurang Jumlah

erlaksana | Terlaksana

1 | Mekanisme pelaksanaan 1 7 0 8

2 | Seleksi atau penyaringan 0 0 8 8

3 | Keefektifan pel aksanaan 1 7 0 8

4 Kelompok atau tim 0 0 3 8

pel aksanaan

5 | Keefesienan pelaksanaan 0 8 0 8

Jumlah 2 22 16 40
Rata-rata 04 4.4 B,2 8
Persentase 5% 55% 40% 100%

Sumber : Data Olahan penulis, 2019.

Dari tabel diatas di ketahui untuk indikator process di peorleh dari

tanggapan  responden perangkat  kepenghuluanyang ~ diangkat  dan
diberhentikanmenjawab terlaksana dengan rata-rata 0,4 orang dengan persentase
5%, pada kategori penilaian cukup terlaksanamenjawab4,4 orang dengan
persentase 55% sedangkan pada kategori penilaian kurang terlaksana menjawab
3,2 orang dengan persentase 40%: makadapat dilihat pada indikator processsecara
keseluruhan berada pada kategori Cukup Terlaksana.

Dari urain table diatas masih ada beberapa yang menunjukan bahwa
tanggapan responden tentang kelompok atau tim yang dibentuk dalam proses
pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan masih
dalam kategori kurang terlaksana, hal ini dikarenakan tidak adanyatim yang

dibentuk dalam proses pelaksanaannya dan tidak adanya seleksi demi seleksi yang
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dilakukan baik seleks tertulis dan yang lainnya dalam proses pelaksanaan
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghul uan.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden perangkat kepenghuluan
yang diangkat dan diberhentikan berada_pada indikator -Process berada pada
kategori-Cukup Baik

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Joni Efendi selaku
Kepala Kepenghuluan™ Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilirpada tanggal 20 Desember 2018 di ruangan Kerjanya Jam 09:20 Wib
mengenai proses pelaksanaan pengangkatan dan  pemberhentian perangkat
kepenghuluan sekeladi beliau mengatakan

Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat
kepenghuluan sekeladi saya sebagal datuk kepenghuluan sekaladi menujuk dan
mengangkat perangkat kepenghuluan dengan berbagai pertimbangan, pemilihan
penghulukan dilaksanakan satu kali dalam 6 (enam) tahun, untuk menghindari
terangkatnya perangkat kepenghuluan yang kotra dengan datuk penghulu jadi
saya sebagai datuk penghul u-menyel eksi-calon-perangkat kepenghuluan dengan
melihat apakan dia layak untuk diangkat sebagai perangkat kepenghuluan dan
apakah dia bisa bekerja dengan serius dan untuk menagantisipas terangkatnya
perangkat kepenghuluan yang kontra dengan penghulu wakiu pemilihan
penghulu, jikalah terangkat perangkat kepenghuluan yang kontra dengan
penghulu apakah pemerintahan kepenghuluan bisa bekerja sama dalam kegiatan
kepenghuluan. dan perangkat kepenghuluan yang penghulu tetapkan di buat
Knya dan dapat masuk bekerja sesuai tugas dan jabatannya. Datuk penghulu
menunjuk langsung alon perangkat kepenghuluan dan diajukan kekabupaten™

Penulis juga melakukan wawancara terhadap proses pengangkatan
perangkat kepenghuluan sekeladi kepada salah seorang perangkat kepenghuluan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ibu Hanimar pada tangga 20

oktober 2018 di ruang kerjanya Jam 08:30 Wibsebagah Kas Pelayanan

kepenghuluan sekeladi mengatakan:
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“ waktu itu saya mengajukan diri kepada penghulu Joni Efendi sebagai
penghulu terpilih untuk menjadi perangkat kepenghuluan dan kemudian
permintaan saya di pertimbangkan oleh penghulu serta saya melengakapi
persayratan seperti ijazah SMA sebagai syarat yang diperlukan dan kemudian
saya menunggu tanggapan datuk penghulu serta di keluarkan SK oleh datuk
penghulu Joni Efendi®dan saya di posiskan pada.jabatan kasi pelayanan
kepenghuluan sekeladi.™

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Katam yang
merupakan perangkat kepenhuluan “yang sdiberhentikan pada tahun 2017
mengatakan':

“ masa jabatan atau SK yang dikeluarkan oleh penghulukan hanya belaku
selama 6 (enam) tahun dan pemberhentian perangkat kepenghuluan kan
wewenang penghulu. Jadi kami terima apa yang menjadi keputusan penghulu
terpilin apakah kami akan di perpanjang SK oleh penghulu terpilih atau kami
gantikan dengan perangkat kepenghuluan yang baru oleh penghulu’

Berdasarkan observasi penulis tentang proses pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir Kurang terlasana karena: dalam peraturan mentri dalam
negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat
kepenghuluan dan peraturan daerah kabupaten rokan hilir nomor 10 tahun 2015
tentang perangkat kepenghuluan yang diperbaharui setelah keluarnya peraturan
mentri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 yang mana proses pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan dilaksanakan dengan berbagai tahampan-
tahapan seleksi dan rekomendasi yang dibuat penghulu ke kecamatan (camat) dan
dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan ada tim

pengawas yang diutus dari kecamatan untuk mengawasi proses pelaksanaan

pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghul uan.
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Namun di lapangan peneliti mendapatkan informasi dari responden bahwa
dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan tidak melakukan

tahapan-tahapa seleksi dan tidak ada tim dari kecamatan yang turun ke

engenai indikator

kita dapat lihat tabel di bawah ini:
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Tabe V.6: Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Kepenghuluan
Yang Diangkat dan Diberhentikan Dalam EvaluasiProses
Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
Indikator Outputs.

NO Jumlah
Saf e
1 . U AU 8
dari
daya
2 pelak 8
3 Kuali 8
pelak ' | P
4 | hasl = l - 8
i ZAES 2
Rat 8
Per 100%
uml Olah 0
Dari t E 1 R r Outputs di peroleh
dari tanggap g diangkat dan
o L]
diberhentikan rata- sebanyak 0,5 orang
dengan persentase 6,25%, sana menjawab sebanyak 7,5
orang dengan persentase 93,75.m a keseluruhan indikator outputsberada

pada kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Joni Efendi selaku
Kepala Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
pada tanggal 20 Desember 2018 di ruangan Kerjanya Jam 09:20 Wib mengenai

Bagaimanakah menurut Bapakhasil dari proses pelaksanaan pengangkatan dan
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pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi ini telah tercapai sesuai tujuan
dari pelaksaannya. Kemudian beliau mengatakan

“Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan saya
sebagai datuk penghulukan mengangkat serta .memberhentikan perangkat
kepenghuluan dengan berbagai._pertimbangan apakah 'sesecorang itu layak
diangkat atau di berhetikan dengan kata lain yang saya angkat itu orang yang
memiliki tamatan SVIA dan kemudian disedleksi oleh datuk penghulu apakah dia
bisa bekerja sebagai perangkat kepenghuluan dan bisa bertanggung jawab atas
tugas dan jabatan yang diberikan oleh datuk penghulu. serta yang datuk penghulu
berhentikan pada bulanyjanuari 2017 salah seorangnya tidak bisa di pekerjakan
lagi karenatidak bisa mengemban tugasnya sebagai perangkat kepenghuluan dan

ada satu orang yang datuk penghulu pertahankan pada bulan januari 2017
karena dia mau bekerja dengan serius dan masih dibutuhkan oleh kepenghuluan”

Dari observas penulis dilapangan pada saat pengambilan data penelitian
di kantor kepenghuluan sekeladi yaitu pada saat pengunaan komputerperangkat
kepnghuluan yang bertugas untuk mencetak surat keterangan penelitian di
kepenghuluan sekeladi membutuhkan beberapa orang perangkat desa untuk
membantu mengedit dan dan mencetak surat tersebut dan kemudian setelah surat
itu selesai kemudian penulis mencetak di warung fotokopy diluar kantor
kepenghuluan karenatinta print di kepenghuluan habdis, hal tersebut menujukkan
bahwa perangkat kepenghuluan tersebut tidak bisa menyel esaikan tugasnya yang

diberikan kepadanya.

Dari observasi ini dapat penulis lihat bahwa dalam proses pengangkatan
perangkat kepenghuluan seharusnya ada seleksi guna mendapatkan perangkat
kepenghuluan yang dapat mengemban tugasnya dan dapat mengunakan alat serta
sarana dan prasarana yang di gunakan dalam meaankan pelayanan kepada

masyarakat kepenghuluan sekeladi.
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Maka Dapat disimpulkan mengenai indikator Outputsproses pengangkatan
dan pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladiu dari hasilobservasi penulis
dilapangan berada kategori Kurang Terlaksana.

2. Outcomes

Outcomes (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan
berdampak nyata terhadap kel ompok 'sasaran sesual dengan tujuan kebijakan.yang
akan di terima sesua” dengan ketententuan yang telah ditetapkan. untuk
mngetahui hasil tanggapan responden mengenai Outcomes dalam Eval uasi Proses

Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilirmaka dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel V.7: Distribusi Tanggapan Responden Perangkat K epenghuluan
Dalam EvaluasiProses Penangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir I ndikator Outcomes.

Kategori Penilaian
NO Item Penilaiaan Cuku Jumlah
p Kurang
e Terlaksana | Terlaksana
Mamf aat
1 nel aksanaan 2 6 0 8
2 | Dampak pelaksanaan 2 6 0 8
3 Dampak positif dari a 4 0 3
pel aksanaan
4 Dampak negatif dari 1 4 3 3
pel aksanaan
Jumlah 9 20 3 32
Rata-rata 2,25 5 0,75 8
Per sentase 28% 62,5% 9,5% 100%

Sumber : Data Olahan penulis, 2019

Dari table diatas di ketahui untuk indikator

outcomes di peroleh dari

tanggapan reponden perangkat kepenghuluan yang diangkat dan diberhentikandari
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4 item penilainoutcomes yang menjawab terlaksanaada 2,25 orang dengan
persentase 28%, 5 orang perangkat kepenghuluan yang diangkat dan
diberhentikan yang menjawab cukup terlaksan dengan persentase 62,5%dan
ada0,75 orang menjawab kurang terl aksana dengan persentase 9,5%.

Dapat dismpulkan dari jawaban kusioner untuk responden perangkat
kepenghuluan yang diangkat_dan-diberhentikan, mengenal outcomes pada kategori
Cukup Terlaksana.

Berdasarkan observasi pendliti dilapang tentang proses pengangkatan dan
pemberhentian - perangkat  kepenghuluan sekeladi  sangat berdampak bagi
kepenghuluan dan masyarakat, karena dengan tidak ada seleksi baik seleksi
administrasi,umum maupun tes tertulis terhadap penerimaan perangkat
kepenghuluan maka perangakat kepenghuluan yang diangkat tersebut belum tentu
bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya seperti
yang penulis lihat dalam pengangkatan perangkat desa yang diangkat terdiri dari
kalangan keluarga, kerabat dan tim sukses waktu pemilhan datuk penghulu,
sehingga tidak semua masyarakat dapat menyalonkan diri untuk menjadi
perangkat kepenghulua melainkan keputusan.dan penujukan langsung oleh datuk

penghulu semata.

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulass Tanggapan Responden
perangkat kepenghuluan sekeladi kecamatan tanah putih kabupaten rokan

hilirdapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel V.8 : Rekapitulas Tanggapan Responden Perangkat Kepenghuluan
Yang Diangkat Dan DiberhentikanDalam Evaluasi Proses
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Kategori Penilaian
NO I ndikator Cuku Jumlah
p Kurang
bawm Terlaksana | Terlaksana
1 | Inputs Ui Sl & 8
P (7,5%) (70%) (22,5%)
2 | Process ok 74 3,2 8
(5%) (55%) (40%)
0,5 FA5
3 | OuieS (6,25%) | (93.75%) - 8
2,25 5 0,75
4 | Outghpees (28%) (62,5%) (9.5%) 8
Jumlah 3V 22,5 ] 32
Rata-r ata 1 6 1 8
Persentase 12,5% 75% 12,5% 100%

Sumber: Data Olahan penulis, 2019.

Dari tabel diatas dapat diketehui hasil dari rekapitulasi tanggapan
responden perangkat Kepenghuluan Sekeladi-<yang diangkat dan diberhentikan
dalam penelitian tentang evaluasi proses pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hiliryang menjawab telaksana ada 1 orang dengan persentase 12,5%, yang
menjawab cukup terlaksana ada 6 orang dengan persentase 75% dan yang
menjawab kurang terlaksana ada 1 orang dengan persentase 12,5%.

maka keseluruhan untuk rekapitulasi tanggapan responden perangkat
kepenghuluan  sekeladi evauas

mengenai proses pengangkatan dan

pemberhentian perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir, penulis menyimpulkan dari tanggapan responden

perangkat kepenghuluan sekeladi yang diangkat dan diberhentikan mengenai 4
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indikator inputs, process, outputs, outcomesrata-rata persentase 75%perangkat
kepenghuluan sekeladi yang diangkat dan diberhentikan menjawab cukup
terlaksana jadi dapat dismpul dari 4 indikator penilain pada kategori Cukup
Terlaksana.

Berdasarkan observasi penulis terdapat beberapa daftar nama perangkat
desa yang diangkat sesuai,« dengan’ ‘prosedur pengangkatan perangkat
kepenghuluan sebagai berikut :

Tabel V.9 : Daftar Nama Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Yang Diangkat

Sesuai Prosedur Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

No Nama Jabatan

1 | Delvinda Kaur Keuangan

2 | Leni Elvina Staf Pembantu Kebersihan

3 | LenaYunita Tenaga Teknis Pengelolaan Barang
4 | Nurbaiti.M. SE Tenaga Pembantu Bendahara

5 | Roma Kasi Kesgjahteraan

6 | Selviyanti Tenaga Administrasi

7 | Sri Nurlda Kaur Tata Usaha dan Umum

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Diatas adalah nama perangkat kepenghuluan sekeladi yang diangkat sesuai
dengan prosedur pengangkatan perangkat kepenghuluan dengan catatan pada saat
pengangkatannya masih berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 3 Tahun 2009 tentang perangkat kepenghuluan, yang mana dalam
pelaksanaan perangkat kepenghuluan tidak adanya tim yang dibentuk dalam
pengangkatan perangkat kepenghuluan, serta tidak adanya penyaringan dalam

proses pel aksanaan pengngangkatan perangkat kepenghuluan serta tidak mengikut
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sertakan camat dalam pengangkatan perangkat kepenghuluan. Jadi dapat
dismpulkan bahwa daftar nama perangkat kepenghuluan sekeladi diatas sudah
terlaksana dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan perangkat kepenghuluan
dengan catatan bahwa belum keluarnya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa..

Kemudian terdapat hebrapa perangkai kepenghuluan yang diangkat dan
diberhentikan yang kurang terlaksana dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan
dan pemberhentian perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir sebagal berikut :

Tabel V.10 : Daftar Nama Perangkat Kepenghuluan Sekeladi Yang
Diangkat Dan Diberhentikan Tidak Sesuai Dengan Prosedur
Pengangkatan Dan Pember hentian Perangkat K epenghuluan.

No Nama Jabatan
1 | Al-Hazizi Kaur Perencanaan
2 | Asni Tenaga Teknis Pengelolaan Barang
3 | Hanimar Kas Pelayanan
4 | lisDahlina Tenaga Pengisian Buku Administrasi
5 | Katam Kaur Kesra
6 | Nasi Kas Pemerintahan
7 | RosmaWdli Tenaga Penjaga Malam /K ebersihan
8 | Susi Susanti Tenaga Pembantu Bendahara

Sumber : Olahan Penulis,2019

Daftar nama diatas merupakan nama-nama perangkat kepenghuluan
sekeladi yang diangkat dan diberhentikan pada bulan januari 2017 yang mana
pelaksanaannya kurang terlaksana dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan
dan pemberhentian perangkat kepenghuluan. Karena dalam pelaksanaan

pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan masih mengunanakan
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peraturan lama yaitu peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2009 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian,
penghulu dan perangkat kepenghuluan. yang mana peraturan tersebut sudah tidak
berlaku lagi karena telah keluarnya peraturan terbaru yaitu peraturan Mentri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa, yang mengatur. tentang prosedur palaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan yang seharusnya dalam pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan datuk penghulu harus berkonsultas
terlebih dahulu kepada camat dan surat rekomendasi dari camat yang digunakan
sebagal dasar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat
kepenghuluan serta datuk penghulu juga harus membentuk tim untuk menyeleksi
atau melakukan penyaringan dalam proses pelaksanaan pengangkata da
pemberhentian perangkat kepenghuluan..

Dari observasl penulis dapat disimpulkan bahwa daftar nama-nama diatas
merupakan nama-nama perangkat kepenghuluan sekeladi yang diangkat dan
diberhentian tidak sesua dengan prosedur pengangkatan da pemberhentian
perangkat kepenghuluan.

C. Faktor Penyebab Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir
1. Masa surat keputusan penghulu terdahulu terhadap perangkat

kepenghuluan sekeladi yang diberhentikan pada bulan januari telah habis

dan ada sebagian yang tidak bisa lagi dipertahankan karena tidak bisa
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mengemban tugas dan tanggung jawabnya sehingga perangkat

kepenghuluan tersebut dapat diberhentiakan oleh penghulu terpilih dengan

berdasarkan pertimbangan datuk penghulu Kepenghuluan Sekeladi




BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasrkan® hasil™ penelitian dan_analisa yang telah penulis lakukan
mengenai Evaluasi proses pengangkatan dan pemberhentian  perangkat
Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan ‘Tanah/ Putih Kabupaten Rokan Hilir, maka
pada bab VI ini dapat mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap
akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang
membutuhkan dan berkepentingan terkhususnya kepada sdluruh perangkat
Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat membuat
kesimpulan antaralain sebagal berikut :

1. Untuk indikator inputs delam dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih K abupaten Rokan
Hilir, rata-rata penilaian perangkat kepenghuluan sekeladi yang diangkat dan
diberhentikan pada indikator inputs berada pada kategori cukup terlaksana.
Namun dari observasi“di lapangan penulis medapatkan informasi bahwa
datuk penghulu menujuk langsung calon perangkat kepenghuluan tidak sesuai
dengan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan.
Ha ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan bagi
penghulu dan perangkat kepenghuluan terhadap prosedur maupun persyaratan
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan dan masih

mengunakan peraturan yang lama yang mana penghulu mengeluarkan Surat
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Keputusan terhadap pengangkatan dan pemberhentian  perangkat
kepenghuluan tanpa berkosultasi terlebih dahulu kepada camat. sehingga
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan masih
mengunakan.penunjukan langsung ol eh datuk penghulu..Hal ini dapat penulis
ketehui saat penulis melakukan penelitian dilapangan yang terlihat dari surat
keputusan penghulu dalam | 'pengangkaian dan pemberhetian perangkat
kepenghuluan sekeladi masih mengunakan peraturan daerah kabupaten rokan
hilir nomor 3 tahun 2019 yang mana dalam pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan tidak mengikut sertakan camat dalam
pel aksanaannya. Penulis beranggapan kurangnya sosialisasi dan pengawasan
dari pihak pemerintah kabupaten kecamatan terhadap pelaksanaan
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan.

. Untuk indikator Process dalam proses pengangkatan-dan pemberhentian
perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih K abupaten Rokan
Hilir rata-rata penilaian dari perangkat kepenghuluan yang diangkat dan
diberhentikan pada indikator process pada kategori cukup terlaksana, dalam
hal ini proses pengangkatan dan pemberhentian tidak adanyatim yang bentuk
dalam pennyeleksian calon perangkat kepenghuluan dan tidak adanya
berbagai seleks dalam pelaksanaannya baik seleksi administras maupun
seleks tertulis dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat
kepenghuluan sehingga ketidak sesuaian dengan SOP pengangkatan dan
pemberhentian perangkat kepenghuluan, dan didaam pelaksanaan

pengangkatan dan pemeberhentian perangkat kepenghuluan penghulu
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mengangkat dan memberhentikan perangkat  kepenghuluan tanpa
berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat.

. Untuk indikator Ouputs dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
perangkat kepenghuluan Sekeladi K ecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir ratarata penilaian dari perangkat kepenghuluan yang diangkat dan
diberhentikan berada padakategori cukup:terlaksana, hal ini masih kurangnya
kinerja perangkat kepenghuluan yang diangkat dalam menyelesaikan tugas
dan tanggung jawab pada jabatan yang diberikan karena tidak diseleksi pada
saat proses pengangkatannya, hal ini terlihat pada saat penulis survey di
kepenghuluan sekeladi yaitu pada saat pengeditan surat keterangan penelitian
di kepenghuluan sekeladi memerlukan dua sampal tiga orang perangkat
kepenghuluan untuk menyel esaikannya.

. Untuk indikator Outcomes dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir rata-rata penilaian dari perangkat kepenghuluan yang diangkat dan
diberhentikan berada pada kategori cukup  terlaksana, dalam hal ini
mengakibatkan dampak bagi "masyarakat umum yang tidak dapat
menyalonkan diri sebagai perangkat kepenghuluan karena dalam pengangkat
dan pemberhentian perangkat kepenghuluan dengan penunjukan langsung
dari datuk penghulu. serta dengan tidak adanya penyaringan terhadap
pengangkatan perangkat kepenghuluan sehingga mengakibatkan
terangkatnya perangkat kepenghuluan yang tidak memiliki keterampilan dan

keahlian yang dibutuhkan oleng kepenghuluan dan masyarakat.
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5. Kesimpulan variabel berdasarkan hasil Wawancara dan Observasi penulis
mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kepenghuluan
Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir rata-rata penilaian
dari perangkat kepenghuluan yang diangkat dan diberhentikan serta dari
wawancara Datuk Penglu tentang pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat- (kepenghuluan , sekladi berada pada kategori
“KurangTerlaksana” hal ini dikarenakan beberapa indikator belum terlaksa
sesual dengan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun
2015 tentang peragkat kepenghuluan yang mengatur tentang prosedur
pel aksanaa pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghul uan.

B. Saran

Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan
dilaksanakan satu kali dalam.enam tahun seperti yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu Dan Perangkat
Kepenghuluan. Dan setelah keluarnya peraturan. terbaru oleh Mentri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa danPeraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun
2015 tetang Perangkat Kepenghuluan maka patokan utama adalah peraturan
terbaru tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk bisa
meningkatkan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan

di kepenghuluan sekeladi antaralain sebagai berikut :
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1. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pengangkatan
dan pemberhentian perangkat kepenghuluan sekeladi dengan membuat tim
untuk mensosialisasikan kebijakan terbaru kepada setiap kepenghuluan dan
setiap kecamatan terkhusunya kepada  kepenghuluan sekeladi, dan
pel aksanaan pengangkatan dan pemeberhentian perlu adanya penegasan dan
pengawasan dalam pel aksanaannya.

2. Perlunya keikut sertaan dari kecamatan terhadap pelaksanaan pengangkatan
dan pemberhentian perangkat kepenghuluan, agar pelaksanaan pengangkatan
dan pemeberhentian perangkat kepenghuluan dapat terlaksana sesuai dengan
prosedur teknis pelaksanaannya

3. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan perlu di
rekavitulasi, perlunya pemahaman dan pengetahuan kepenghuluan akan
peraturan terbaru yang mengatur teknis pel aksanaannya, sehinga pel aksanaan
pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan dapat terlaksana
sesual mekanisme pelaksanaannya.

4. Perlu adanya tahapan-tahapan dan seleksi yang dilakukan dalam
pengangkatan dan pemberhentian. perangkat kepenghuluan, baik persyaran
admistrasi dan seleks tertulis guna mendapatkan perangkat kepenghuluan
yang berdaya guna bagi kepenghuluan, sehingga masyarakat dapat bersaing
dengan skill dan kemampuan yang dimilikinya dalam proses menjadi

perangkat kepenghuluan.
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